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DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA E:SA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa sebagai p.eiaksanaan ketentuan Pasal B Pr:raturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatarr irrsentil' Penrungutarr Pajark Daer,lh darr R.eiri'ousi

Daerah, periu diatur mekanisme Penrberian r1an Pemanfaatan

insenilf;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebeigaiman€r dimairsud pada
h ; i r , ; f  - :  i u ; . | , ,  n L - - - + - - f . - . -  n - . - - r . . . - - *  ^ .  L -  + . , . - - ! - r -
l l U i U l  ' i  i i e i l U  l l I € i l C L . J i i K d i i  r C i d L U I d l t  \ J U U c i  i i U i  r J U i L r i l L c i i U  L U t l t d t l g

Mekanisme Pembei'ian dan Pemanfaatan Insentif Atar; Pr3munEutan

Paj.rk Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2A12;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20t)0 tentcing Pembentukan

Fi'ovinsi Goroniaio ( Leiiri:aran iriegai-a ii-epu'oiik irreiurresia Tahun

2000 Nomor 258 tambahan Lembaran {\legara Repunlik Indonesia

, \ut t tv l  - tvv l_,  
) t

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tenrtang Pemerintahan

Daeiair (Lerrrbar'ar-r r,r"egaia Rei:uili ik ii idoriesia laiiuri 2C04 i{uilor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonr:sia Ncrmor 4437)

seb;rgairiiana teiaii beberapa kaii eiiubaii ierakhir dengan undang-

Undang l',lomor 12 Tahun 2008 tentarrg Pen-rbahan kedua atas

undang-Undang iliomor 32 Tairun 7AO4 i_erriang F€rr.rs;i11i6i16t1

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
-ftrhun 

2008 Nomor

59,Tambahan Lembaran itegara Repubiik indonesia Nornsr a}afi;

b.

. 1 .
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3.

4.

5.

6.

7 .

B.

9.

10.

1 1 .

t2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 200!)

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara l{epublik Indonesi;a

Nomor 50a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Inrlonesia Tahun 2005

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara l{epttblik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Perjak Daerah dan

Retribusi Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 18 ''1ahun 2002 tentang

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di ,\tas Air (Lembaran

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 1 lieri B) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerarh Nonror 16 Tahun 2003

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Talhun 200.1 Nomor 1 Seri B);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 19 -tahun 2002 tentang

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kertdaraan di Atas Air

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Talhun 200,1 Nomor 02 Seri B);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 40 liahun 2002 tentang

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bernnotor (Lemlnran Daerah Provinsi

Gorontalo Tahun 2002 Nomor 03 Seri B);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 41 'lahun 2002 tentang

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Balt'ah Tanah dan Air

Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Ciorontalo Tafrun 2002 Nomor

04 Seri B);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No,mor 3 I ahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3, 
'fambahan 

Lembaran

Daerah Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 -tahun 2011 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gor,rntalo Tahun 2011

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nlomor i|);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tenlang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo tahun 20tz

(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 201:l Nomor 06).
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Menetapkan

MEMUTUSIGN :

: PEMTURAN GUBERNUR GORONTALO TEN.II\NG MEMNISME:
PEMBERIAN DAN PEMANFMTAN INSEI\MF ITTAS PEMUNGUTAI\I
PA]AK DAERAH TAHUN 2012,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud denganl

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Gorontalo.

2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Fleuangan D,aerah Provins

Gorontalo.

5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daeralr Gorontalo.

6. Dinas Kehutanan dan Pertambangan adalah Dinas l(ehutanan dan
Peftambangan Provinsi Gorontalo.

7. Dinas Pekerjaan umum adalah Dlnas Pekerjaan Ltmum provinsi

Gorontalo

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang priba,Ci atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Underng, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsunr] dan digrrnakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kenrakmuran rakyat.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribus;i adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atilu penrtrerian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh f>emerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiertan murai dari
penghimpunan data obyek dan subyek prajak, pelnehpan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penilgihan pajak kepada wajib
pajak sefta pengawasan penyetorannya.

11. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat
pelaksana pemungutan pajak daerah yang ditujukan untuk
peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pa;ak dalam rangka
meningkatkan penerimaan pajak.
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BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN DAN BESAMN INSENTIF:

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutarr pajark daerah dan

retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kelpatutan, kewajaran,

dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnyil tanggungjawab,

kebutuhan, sefta karateristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

(1) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberilan kepada Instansi

pelaksana pemungut.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ay'at (1) t;ecara proporsional

dibayarkan kepada :

a. Pejabat dan pegawai Badan Keuangiln Daerah selaku Instansi

Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah sersuai dengan

tanggungjawa b masing-masi ng.

b. Gubernur dan Wakil Gubernur s;ebagai penanggungjawatl

pengelolaan keuangan daerah.

c. Sekretaris Daerah selaku Koordinatror Pen"cfelolaan Keuangan

Daerah,

d. Pihak Lain yang membantu Instansi pelaksana pemungutan pajak

daerah.

Pasal 4

(1) Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah clapat diberikan

insentif apabila telah mencapai target.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan

setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dergan ketentuan

sebagai berikut:

a. sampai dengan triwulan I,25 o/o (dua puluh linter persen)

b. sampai dengan triwulan II, 50 o/o (.lima puluh prersen)

c. sampai dengan triwulan IIl,75 % (tujuh puluh ilima persen)

d. sampai dengan triwulan IV, 100 % (seriatus per:;en)

(3) Apabila pada triwulan IV target telah tercapai, malo pembayaran

untuk triwulan IV dapat dilakukan akhir bulan des;emberr,
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Bagian Kedua

Besaran Insentif

Pasal 5

Besarnya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daeral"r ditetapkan sebesar

3o/o dari rencana penerimaan pajak daerah dalarn tahun angqaran 20L2.

BAB III

PROPORSI PEMBAGIAN INSENTIF PA]I\K

Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor dan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 6

(1) Penetapan besarnya Insentif pajak dari penerimaart Perjak Kendaraan

bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermcrltor rntuk pegawai

dilingkungan Badan Keuangan Daerah berdasarkan .3 (tir;a) unsur yaitu

JaralVLokasi Tempat Keqa, Jabatan dan Kin,erja.

(2) Bobot kedua unsur sebagaimana dimaks;ud padil a'1at (1) diatas

adalah :

a. Jarak/Lokasi Tempat Kerja dengan bobotl 1 s/d 6

b. Jabatan dengan bobot 0,5 s/d 1,5

c. Kinerja dengan bobot L sld 4

Pasal 7

Penilaian Bobot untuk JaraVLokasi Tempat Kerrja settagaintana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

a. Pegawai pada Samsat Pembantu Popayato Kabupertr:n Pohuwato diberi

bobot 6;

b. Pegawai pada UPTB / Samsat Kabupaten Pohuwatcr / Samsat Boalemo

diberi bobot 5;

c. Pegawai pada Samsat Kabupaten Gorontalo LJtara dan Samsat

Pembantu Bilungala Kabupaten Bone Bolango diberi bobot 4;

d. Pegawai pada UPTB / Samsat Kabupaten Goronlalo, l(ota Goronfalo

dan Kabupaten Bone Bolango diberi bobot 3,5;

e. Pegawai pada Bidang Pendapatan dan Penerimaern Pembiayaan pada

Badan Keuangan Daerah diberi bobot 3;

f. Pegawai pada Sekretariat dan Bidang-bidarng padiir Badan Keuangan

Daerah selain huruf d diatas, diberi bobot 2,5;

g. Tenaga Lepas pada Badan Keuangan Daerah diberi Lrobol 2;

h
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h. Waker dan Lainnya pada Badan Keuangan Daerah dilleri bobot 1,5.

Pasal 8

Penilaian Bobot untuk Jabatan sebagaimana dirnaksud r:lalarn Pasal 6 ayat

(2) huruf b adalah sebagai berikut :

a. Eselon II mempunyai bobot 1,5

b. Eselon III mempunyai bobot 1

c. Eselon IV mempunyai bobot0,75

d. Staf mempunyai bobot 0,5

e. Tenaga Lepas, Waker dan Lainnya pada Badan Keu,angan Daerah

mempunyai bobot 0,25

Pasal 9

(1) Penilaian Bobot untuk Kinerja sebagaimana dimalc;ud ,Calam pasal 6

ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :

a. Kinerja Kurang mempunyai Bobot 1.;

b. Kinerja Cukup mempunyai Bobot 2j;

c. Kinerja Baik mempunyai Bobot 3;

d. Kinerja Sangat Baik mempunyai Bobot 4 ;
(2) Penilaian bobot kinerja sebagaimana dimaksud lPasal 9 ayat (1)

dilakukan oleh atasan langsung yang bersanr3kutan

Pasal 10

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo larena jabatannya

maka dalam hal pembobotan Jarak, Lokasi dan Kineflil mengikuti bobot

yang teftinggi.

Pasal 11

(1) Jumlah Insentif Gubernur sebesar 2,5 kali rJari In:;r.rntif Kepala Badan
Keuangan Daerah.

(2) Jumlah Insentif Wakil Gubernur sebesar 2: kali di:rri Insentif Kepala

Badan Keuangan Daerah.

(3) Jumlah Insentif Sekretaris Daerah sebesar 1,5 kali clari Insentif Kepala
Badan Keuangan Daerah.

Pasal 12

(1) Penerima insentif pihak lain sebagaimana dirnaksud ,clalarn Pasal 3 ayat

2 huruf d, untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor adalah Kepolisian Daerah Gontntalo sebesar 10o/o
dari jumlah insentif setiap triwulan.
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(2) Jumlah insentif atas Pajak Kendaraan Berrnotor clan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor yang dibagi sebagaimrana dirntaksud dalam Pasal

5, Pasal 6, dan Pasal 11 terlebih dahulu dikurangi jumlah insentif pada

ayat (1).

Pasal 13

(1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaKud dalam Pasal

11 ayat (1) dikurangi PPh L5o/o.

(2) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dintrKurJ dalam Pasal

11 ayat (2), dikurangi biaya operasional sebesar 150,/o dan PPh 21

sebesar l5o/o.

Bagian Kedua

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotrtr

Pasal 14

Insentif untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Berrnrotor dibagi sebagal

berikut:

a. Gubernur Gorontalo sebesar L2o/ol

b. Wakil Gubernur sebesar l0o/o;

c. Sekretaris Daerah sebesar 8o/o;

d. Pejabat dan Staf Badan Keuangan Daerah sebesar 800/o.

Pasal 15

Pembagian untuk pejabat dan staf Badan Keuangan Daeralr sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, jumlah penerima dan bobot masing-

masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan

Daerah.

Pasal 16

(1) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

L4 ayat (1) dikurangi PPh Lio/o.

(2) Jumlah insentif yang dibayarkan sebagaimana dimaKud dalam Pasal

14 ayat (2) dan Pasal 15, dikurangi biaya operasioniill setesr 15olo dan

PPh 21 sebesar l5o/o.
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Bagian Ketiga

Pajak Air Permukaan dan Air Bawah Taniah

Pasal 17

Insentif pemungutan pajak air permukaan ditetapkan sellaga berikut :

a. Dinas Kehutanan dan Peftambangan sebesar 90o/o;

b. Badan Keuangan Daerah sebesar 10o/o

Bagian Ketiga

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daeral.r

Pasal 18

Insentif pemungutan Retribusi Pemakaian Keloyaan Daerah ditetapkan
sebagai berikut :

a. Dinas Pekerjaan Umum sebesar 90o/o;

b. Badan Keuangan Daerah sebesar 100/o

BAB IV

PENGANGGAMN, PEI.AKSANMN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19
(1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku hlepala Instansi Pelaksana

pemungutan pajak daerah dan retritlusi diaerah menyusun
penganggaran Insentif pemungutan pajak dererah berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

(2) Penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah chn retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelornpokkarn ke ,Jalam belanja
tidak langsung yang diuraikan berdasarkarn jenis; belanja pegawai,

obyek belanja insentif pemungutan pajak sertd riru:ian objek belanja
pajak.

(3) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi claeraf untuk tahun
anggaran 2012 dibayarkan sejak bulan januari samrpai rlengan bulan
desember.

Pasal 20
Pertanggungjawaban pemberian insentif dirakukan ses;uai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan F,eratrlran Gubernur

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorrlntalo.

_/

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR IF

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
2 April 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
2 April 2012


